BUPAT! ROTE NDAO

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 18/KEP/HK/ 2012

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN

Menimbang

PENDAPATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

a. bahwa  untuk  meningkatkan kualitas Pelayanan
kesehatan masyarakat, termasuk bagi masyarakat
miskin, balk peserta, maupun bukan peserta Jaminan
Kesehatan Masyarakat  pada  Pusat Kesehatan
Masyarakat  (Puskesmas), dibutuhkan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan yang diperhitungkan secara cermat
dan bertanggung jawab, berdasarkan kondisi dan
kemampuan masyarakat untuk memperoleh Pelayanan
Kescehatan yang standar dan murah;

b. bahwa Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesesehatan Masyarakat perlu ditetapkan besaran tarif

sebagai dasar pengenaan atau klaim biaya Pelayanan/\l/
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serta Pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Jaringannya yang diperoleh perlu dikelola sesuai
ketentuan perundang- undangan yang berlaku; |

c. bahwa Pembiayaan Pelayanan Kesehatan yang diklaim
berdasarkan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana
tersebut huruf a dan huruf b diatas, membutuhkan
kepastian hukum dan keseragaman tindakan pelayanan
kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya;

d. bahwa scbelum adanya Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan maka
pemberlakuan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21
Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Pelayanan

‘ Kesehatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana pada
Puskesmas bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu,
perlu ditinjau kemabali dan dilakukan penyesuaian
sebagai upaya meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan
kurang mampu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d di
atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rote
Ndao tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan dan
Pengelolaan Pendapatan dan Pusat Kesehatan

' Masyarakat.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

i

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 }); /7/




2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002

tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa

Tenggara '[“1'1)1(11'.(l',cmbezmn Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4184);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5004 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431); B

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah(Lembaran  Negara Republik /P




Indonesi- blik Indonesia Nomor

Nega 1 Tentang Petunjuk

S0 an ( Berita Negara
' 948 );

Per, ndonesia Nomor

Tahua 'tang Petunjuk

Republik . ra Republik
). Undang-Una.

Daerah dan Ret, sia Nomor

Indonesia Tahun N Petunjuk

Negara Republik Indor, sehatan

-Undang-Undang  Nomo, Tahun

Kesehatan (Lembaran Negar,

2009 Nomor 144, Tambahan Lo ‘mor

Indonesia Nomor S063); ar

EN
n,
-Undang-Undang Nomor 44 Tahun 26,

Sakit (Lembaran Negara Republik
Nomor 153, Tambahan Lembaran ,
Indonesia Nomor S5072);

.Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 >

Pembentukan Peraturan Perundang-und \
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun h,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 95234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republikindonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara @
Republik Indonesia Nomor 4737); /\/L



I4. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor
2556 / MENKES / PER / XII / 2011 Tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Kesehatan ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 948 );

15, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2562 / MENKES / PER / X1l / 2011 Tentang Petunjuk
Teknis Jaminan Persalinan( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 NOMOR 46)

16. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor
2581 / MENKES / PER / XII / 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

3 2012 );

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
128 /Menkes/SK/11/2004 Tentang Kebijakan Dasar
Pusal Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun
2012 tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009
Nomor 017. Tambahan Lembarar Daerah Kabupaten
Rote Ndao Nomor 107).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA  PUSAT (\-
KESEHATAN MASYARAKAT. M



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;

3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Peserta Asuransi Kesehatan, selanjutnya disebut Peserta Askes adalah

Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan
yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan serta
memiliki kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah
Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
dengan jumlah sasaran kuota ditetapkan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia;

Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang
terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan serta membdyar iuran kesehatan
atau luran kesehatannya dibayar atau dijamin oleh Pemerintah;

Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal; merupakan perluasan
Program Jamkesmas untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan

persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi(AKB) “3‘

melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan;



9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peserta Jaminan Persalinan adalah scluruh sasaran yang belum memiliki
Jaminan kesehatan atau Juaminan persalinan,tanpa memandang status dan

kemampuan ekonomi sasaran

)

. Pemberi Pelayanan Kesehatan Selanjutnya disebut PPK adalah Sarana

Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan bagi
masyarakat;

PPK  Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan Jaringannya, yang
memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama;

PPK  Tingkat Lanjutan adalah sarana pelayanan Kkesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu Rumah Sakit
Daerah, Balai-balai Pengobatan: |

Pusat Kesehatan Masvarakat sclanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit
Pelayanan Kesehatan vang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Rote
Ndao vyang Dbertanggung Jawab menyelenggarakan Pembangunan
Kesehatan pada suatu wilayah kerja yang telah ditetapkan;

Puskesmas dan Jaringannya adalah unit-unit pelayanan kesehatan dalam
wilayah kerja puskesmas vang meliputi :Puskesmas Pembantu atau
Pustu,Puskesmas Keliling atau Pusling, Pos Kesehatan Desa atau
Poskesdes,Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu dan sebutan lainnya
yang melaksanakan pelayanan  Kesehatan disuatu wilayah kerja
Puskesmas sesuai ketentuan perundang-undangan; ‘.

Puskesmas Perawatan atau Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi
tambahan ruangan,fasilitas,dan tenaga yang mendukdng untuk menolong
penderita Gawat Darurat baik berupa tindakan Operatif terbatas maupun
perawatan sementara diruang rawat inap dengan tempat tidur;

Poskesdes adalah merupakan Saran Kesehatan yang merupakan
pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dengan dukungan pemerintah.
Pelayanannya meliputi upaya-upaya Prefentif, Kuratif yang dilaksanakan
oleh tenaga kesechatan (Bidan) dengan melibatkan sekurang-kurangnya 2
orang Kader atau tenaga sukarela lainnya, sarana kesehatan sebagaimana
dimaksudkan dalam Poskesdes adalah Puskesmas Pembantu (Pustu); /L



|

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

17. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atay sosial
dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB);

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan
Perorangan yang bersifat umum vang meliputi Rawat Jalan tingkat
Pertama dan Rawat Inap tingkat Pertama:

Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan Kesehatan Perorangan
yang bersifat umum yang dilaksanakan PPK Tingkat Pertama untuk
keperluan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, dan atau pelayanan
Kesehatan lainnya;

Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan Kesehatan Perorangan yang
bersifat umum yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap untuk
keperluan Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan dan atau
pelayanan medis lainnya dimana penderita dirawat inap paling sedikit 1
(satu) hari;

Pemeriksaan Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk
menunjang penegakan diagnosis;

Rujukan adalah Proses pelimpahan kewenangan pelayanan kepada
sarana Kesehatan lain yang lebih berkompeten;

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima PPK atas pemakaian sarana,
fasilitas, obat standard dan Alat Medik Habis Pakai (AMPH) yang
digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, Pengobatan dan rehabilitasi;
Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Pelayanan
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangkaobservasi, diagnosis,

pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan

kesehatan lainnya; /)/



26.

27.

28.

29.

'25. Pelayanan

I (Satu) Hari selanjutnya disebut One Day Care adalah
Pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan
diagnosis secara defenitif dan perlu mendapat tindakan/ Perawe.tan‘ semi
intensif (observasi) sampai denge‘m‘ 6 (enam) jam;

Hari Rawat adalah Lamanya Penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung
berdasarkan selisih tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal, apabila
tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal sama maka dihitung 1 {
Satu) Hari Rawat:;

Plan of Action selanjutnya disebut POA adalah rencana kegiatan dan
anggaran yang disusun Puskesmas pada setiap tahun dan pada setiap
bulan melalui rapat mini lokakarya tahunan dan bulanan;

Pendapatan Puskesmas adalah semua penerimaan Puskesmas  yang
diperoleh dari hasil pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada
masyarakat baik yang diterima secara langsung maupun melalui klaim
asuransi atau jaminan berdasarkan tarif yang ditetapkan dan dikelola
sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasien adalah setiap orang penderinta penyakit yang memanfaatkan

Pelayanan kesehatan.

BAB II
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

. Tarif Pelayanan Keschatan dikenakan kepada setiap orang pribadi atau

badan yang memperoleh pelayanan  kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya; termasuk badan, lembaga yang memberikan Jaminan

Kesehatan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

. Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Bupati ini,

berlaku dalam rangka kepastian biaya pelayanan kesehatan pada

Puskesmas dan Jaringannya, termasuk pemberian keringanan biaya atau /}/



(3).

dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar terutama kepada
masyarakat miskin dan tidak mampu  sebagainana diatur dalam

peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Dengan Pceraturan Bupat  ini menetapkan tempat berlakunya tarif
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang meliputi
Pelayanan dalam Gedung dan Luar Gedung yakni :

a. Puskesmas

b. Puskesmas Perawatan

¢. Puskesmas Pembantu

d. Puskesmas Keliling

e. Poskesdes dan Posyandu

. Tempat Pelayanan yang tidak dikenakan tarif pelayanan kesehatan

adalah
a. Pelayanan Pendaftaran.

b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

BAB III
CARA PERHITUNGAN TARIF DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 4

-

. Besarnya tarif diperhitungkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan

yang diberikan serta frekuensi pelayanan jasa.

- Jenis dan frekuensi pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada jumlah Pemanfaatan Alat Medik dan Frekuensi Jasa
Pelayanan serta tingkat kesulitan penanganan kasus; yang disesuaikan
dengan kemampuan ckonomi masvarakat untuk mengakses pelayanan

kesehatan secara lebih murah dan berkualitas sesuai kompetensi

&

Pukesmas dan Jaringannya. /L




¥

(3). Jenis pelayanan keschatan di Puskesmas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi: Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Spesialistik dan

Rujukan.

(4). Pelayanan Kesehatan Dasar sebdgaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :

a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat pertama dalam gedung maupun luar

gedung :

1.

2
3
4
5.
6
7
8

Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)

Tindakan Medis kecjl.

Pemeriksaan dan bengobatan gigi, termasuk cabut atau tambal
Pelayanan Pengobatan.

Pelayanan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita

Pelayanan Imunisasi wajib bagi bayi.

Pelayanan Keluarga Berencana termasuk penanganan efek samping
dan komplikasi (Alat dan Obat Kontrasepsi disediakan BKKBN)

b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama meliputi :

I. Penanganan Gawat Darura L.

2. Perawatan persalinan dan pasca persalinan

3. Perawatan pasien umum rawat inap dan perawatan gizi buruk dan

gizi kurang termsasuk akomodasi dan makan pasien.

4. Perawatan satu hari (one day care).

5. Tindakan medis vang diperlukan. _

6. Pemberian obat.

7. Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang medis lainnya.

8. Pertolongan sementara Persiapan Rujukan.

9. Pelayanan Rujukan.

10. Observasi penderita dalam rangka diagnostik ﬁ
¢. Pelayanan Persalinan meliputi : ﬂ/



1. Pemeriksaan kehamilan Antenatal Care (ANC) sebanyak 4 (empat)
kali dengan frekuensi : 1 (Satu) kali triwulan pertama, 1 (Satu) kali
triwulan kedua dan 2 (dua) kali pada triwulan ketiga. |

2. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir

3. Pertolongan persalinan normal;

4. Pertolongan persalinan  dengan komplikasi dan atau penyulit
pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas Pelayanan
Obsterik Neonatal Emergensi (PONED);

5. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar
pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak(KIA) dengan frekuensi 4 kali;

6. Pelayanan Keluarga Berencana(KB) paska persalinan serta
komplikasinya.

7. Pemberian obat.

8. Persiapan Rujukan dan Pelayanan rujukan ( dilakukan berdasarkan
indikasi medis, dengan mempertimbangkan Ketersediaan tenaga
dan Kompetensi; obat dan peralatan; serta Kondisi pasien untuk
ibu dan janin/bayinya dalam proses Rujukan sesuai standar dalam
Juknis Jampersal).

(5). Pelayanan Kesehatan Spesialistik Sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi

a. Pelayanan dan tindakan dokter spesialis baik tetap atau Rawat Jalan.
b. Pelayanan Penunjang spesialis beruPa laboratorium,
radiologi,fisioterapi.

(6). Pelayanan Kesehatan Spesialis sebagimana dimaksud pada ayat (3) hanya
dapat  diberikan oleh Puskesmas yang telah memliki standar kompetensi,
ketersediaan tenaga spesialis, sarana prasarana dan kemampuan
Keuangan Daerah.

(7). Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :

a. Rujukan Kasus «
b. Rujukan Specimen /Penunjang Diagnostik. /L T
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Pelayanan rujukan dapat berasal dari Jaringan Puskesmas ke Puskesmas

atau Puskesmas Perawatan antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke

Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit. |

{9). Pelaksanaan Pelavanan  Rujukan harus dikendalikan berdasarkan
Indikasi Medik dan sesuaj Prinsip Protabilitas, berjenjang dan terstruktur.

(10). Puskesmas dan Jaringannya Wajib mengendalikan pelayanan rujukan agar
masyarakat dapat terlindungi dari beban biaya tinggi untuk memperoleh
pelayanan kesehatan, kecuals indikasi medik secara nyata tidak dapat

dilaksanakan oleh Puskesmas setempat.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan  tarif adalah terciptanya kepastian
hukum dalam pengendalian pelayanan, perluasan dan peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai Kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

(2) Pengendalian pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat
terutama penduduk miskin dan tidak mampu baik sebz;gai peserta maupun
bukan peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan
kebutuhan sesuai kemampuan dan kompetensi puskesmas beseria
Jaringannya dengan biaya vang terjangkau.

(3) Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk memastikan bahwa Pelayanan Kesehatan kepada mayarakat
dapat diperoleh disetiap tempat pelayanan Kesehatan yang menyebar disetiap

pelosok wilayah yang semakin dekat dengan sasaran pelayanan, terutama

penduduk miskin dan tidak mampu baik sebagai peserta maupun bukan /\



peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan,

4 Peningkatan kualitag pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), adalah untyk memastikan pelayanan kesehatan dasar benar-benar
dapat dilaksanakan SCCara standar dengan kualitas pelayanan yang semakin
baik dan tidak diskriminatif.

BAB Vv
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

Taril pelayanan kesehatan ditetapkan dengan cara penjumlahan antarg
Jasa sarana ditambah Jasa pelayanan.
Jasa sarang sebagaimang dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan
antara biaya benggunaan Alat Medjs Habis Pakaj (AMHP) ditambah biaya
Peémantaatan sarang medis dan non medis.
Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah didasarkan
pada jumlah keterlibatan lenaga, tingkat kesulitan dan keahlian
benanganan kasus sertg kemampuan masyarakat untuk memperoleh
pelayanan kesehatan Yang murah dan bermuty yakni, untuk Pelayanan
Dasar sebesar 50 v, dari Total Biaya atau sebesar 100% dari perhitungan
pemanfaatan  Jggg sarana, sedangkan Pertolongan Persalinan
diperhitt.mgkan Jasa Pelayanan sebesar 75 9% dari total Biaya atau 1259,
dari Perhitungan pemanfaatan Jaga Sarana dan AMPH.
Penetapan besarnya tarif setiap  jenis pelayanan kesehatan bersifat
maksimal, bagi Peserta .Jamkcsmas,Jampersal dan masyarakat tidak
mampu  sebagaimana termuat  pada lampiran, sebagai bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Besarnya Tarif dan biaya pelayanan  Kesehatan bagi peserta askes
dtetapkan sesuaj ketentuan pemdang—undangan yang berlaku atay
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan S€cara bersama-samg
dan ditandatangani oleh  Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan PT
Asuransi Kcsehatan(/\skcs).

&

14



(1).

(3).

. Bagi Masrakat Miskin dan Kurang mampu diberikan Pembebasan atas
biaya Pelayanan Kesehatan sesyyj ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) dalam

Peraturan Bupati ini.

(7). Besarnya tarif setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 4) digunakan scbagal dasar Pengenaan atau Pengajuan Klaim
Biaya Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas
dan Masyarakat umum bukan peserta Jamkesmas sesuai Kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daeral dan ketentuan Perundang—undangan yang

berlaku.

BAB VI
TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENGELOLAAN
PENERIMAAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Tempat Pembayaran
Pasal 7
Tempat Pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara
langsung pada loket Puskesmas dan Jaringannya dan secara tidak
langsung melalui dinas Kesehatan.,
Tempat Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan kepada Pasien yang tidak dijamin asuransi késehatannya bail
oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah atay pihak asuransi lainnya.
Tempat Pemabayaran secara Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan kepada Pasicn Peserta Jaminan Kesehatan melalui
mekanisme klaim kepada Pemerintah,Pemerintah Daerah atau Pihak
asuransi yang memiliki Perjanjian Kerja sama dengan Dinas kesehatan dar;
dibayarkan oleh Pihak penjamin melalui Rekining Bank dinas Kesehatan.
Klaim Biaya Pelayanan Keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

4

K




a. Klaim kepada Pemcrintah untuk Pasien Peserta Jamkesmas dan
Jampersal;

b. Klaim Kepada Pemerintah Dacrah untuk Pasien Peserta Jamkesda;

c. Klaim Kepada Pihak Asuransi untuk Pasien peserta

Askes,Jamsostek Asabri atau pii'xak asuransi lainnya yang memiliki

Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Pengajuan Klaim Pembayaran
Pasal 8
Tata cara pembayaran secara langsung kepada kepada puskesmas dan
jaringannya melalui petugas loket, dibayar oleh pasien yang tidak dijamin
asuransi kesehatannya dan/atau tidak dibebaskan dari biaya pelayanan,
dengan menerima bukti Pembayaran.
Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) termuat rincian biaya
sesuai tarif tindakan Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada
pasien yang bersangkutan.
Bukti Pembayaran dibuat dalam rangkap 2 (Dua) terdiri dari asli diberikan
kepada pasien dan tindisan dijadikan arsip dan kebutuhan administrasi
keuangan dan pertanggung jawaban.
Petugas Loket Puskesmas wajib melakukan pencatatan penerimaan sesuai
arsip bukti Pembayaran scrta inelaporkan dan menyetor kepada Bendahara
Puskesmas setiap hari setelah kegiatan Pelayanan berakhir dan paling lama
satu minggu bagi Pustu untuk menyetor ke bendahara puskesmas.
Petugas Loket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas
berdasarkan Penujukan Kepala Puskesmas.
Petugas Loket bertanggung jawub atas ketepatan pencatatan dan keuanga
yang diterima sebelum disctor ke bendahara Puskesmas.

Bendahara Puskesmas melakukan penyetoran secara bruto atas semua

N
jenis penerimaan Puskesmas kepada bendahara Penerimaan Dinas




(3).

Kesehatan  paling lama | (satu) hari terhitung sejak penyctoran olcn

petugas loket serta klaim Jamkesmas Jampersal dan Askes dibayai kan.
Pasal 9

Klaim dinyatakan svali uniuk dibavarkan ke Puskesmas setelah memenulii

ketentuan atau persyaratan sebagal berikut:

a. Keabsahan Peserta Jamkesmus vang memperoleh pelayanan Kesehatan.

b. Dokumen Klaim telah verifikasi oleh Tim Pengelola Kabupaten.

¢ Persyaratan lam SCSU Ketentunn dalam Do
wlisanann /Petunjul Tekonis Janikemmas dan Jampersal.

o Persvaratan Klaim Biava pelavanan bagi Peserta Askes dan Asur
Neschatan Lainnva diatur Derdoso retentuan yang berlak,
Perjanjian Kerja Sama(Phs) vang disepakati Pihak Asuransi dan [0

Kesehatan,

Reabsahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

vakni Setiap Masyarakat Miskin dan tidak mampu yvang memanfaatkan

Pelayanan Keschatan dan tercatat dalam data base kepesertaan.

Bagi Masvarakat Miskin dan Kurang Mumpu bukan peserta Jamkesmus

atau bukan peserta asuransi lainnya vang dibebaskan dari biaya Pelayanan

Kesehatan pada Puskesmas dan Jarmgannya wajib menunjukan Surat

Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan disyahkag

Pemerintah Kecamatan.

Rartu Identitas atau keterangan tidak mampu diatur sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh Pelavanan Kesehatan vang dijamin Pemerintah niako
bagi Peserta Jamkesmas yvang tercatal pada data base atau menunjule.

Kartu Peserta Jamkesmas.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pengelolaan penerimaan puskesmas

Pasal 11

(1). Pengajuan Klaim dinvatakan memenuhi svarat untuk dibayarkan kepada
Puskesmas dan unit pelavanan Kesehatan Swasta yang memiliki Perjanjian
Kerja Sama dengan Pengelola Program Jarmkesmas Dinas Kesehatan setelah
Ketentuan Pasal 8 dan Pasal U terpenuhi seluruhnya.

(2). Penyaluran dana Klaim kepada Puskesmas dilaksanakan setelah Dana
Bantuan Sosial APBN Nementerian Kesehatan  untuk pelayanan Dasar
Jamkesmas  dan Jampersal - disalurkan ke Rekening Bank Dinas
Keschatan.

(3). Berdasarkan hasil verivikast Dinas Keseliatan Kabupaten melalui

7 Pengeloln Jamkesnias melakukan Pembayaran langsung K

Puskesmas melalui pengelola Jamkesemas Puskesmas.

(4). Semua  transaksi pembavaran vang  dilakukan disertai dengan ik

pembavaran atau kwitansi.

(5). Penerimaan Puskesmas vang diperoleh dari Klaim \Jamkesemas,\}ampcrs:d
dan  pembayaran kapitasi pelavanan  askes sesuar PKS diatur dengan
pembagian sebagai berikut:

a. Pembayaran jasa Medik/ pelayanan umum sebesar 50 % (Lima pui: .
lima  per  seratus) vang  bersumber  dari penerimaan  Pelay:
Jamkesmas dan Askes. o

b. Pembavaran Jasa Pelavanan Pertolongan  Persalinan  sebesar 75 Y

o (Tujub  Puluh Lima Per seratus) vang  bersumber dari penerimaan

Jampersal.

(6). Belanja Jasa Medik/ pelavanan umum sebesar 50 % (Lima puluh lima per
scratus) dan Jasa Pelayvanan Pertolongan Persalinan sebesar 75 o (Tujuh
Puluh Lima Per seratus) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah(APBD).

(7). Pembayaran Jasa Medik/ pelayvanan umum sebesar 50 % (Lima puluh lima

per seratus) dan Jasa Pelayvanan Pertolongan Persalinan sebesar 75 ¢, P
ya

e



Keseh:tan paling lama | (satu) hari terhitung sejak penyetoran oleh

petugas foket serta klain, (Iannkvsmzm.\szlpcrsal dan Askes dibayarkan.
Pasal 9

(1), Klaim dinvatakan svali untuk dibavarkan ke Puskesmas setelah memenuhi

ketentuan atay persyaratan sebagai berikyur

a. Keabsahan Peserts, Janikesmas Yang memperoleh pelayanan Kesehatan.

b. Dokumen Klaim telahe verifikasi oleh Tim Pengelola Kabupaten.

o Persvaratan L SUSUG Ketentuan dalam Pedoman
I”c‘laks(nlaan/I’c‘tmx‘jul\' Teknis Jamkesimas dan Jampersal.

d. Persvaratan Klaimn, Bl pelavanan bagi Peserta Askes dan Asuransi
Kesehatan Lainnva diaaoar berdasarkan ketentuan vang berlaku sesuaj
Perjanjian Kerja Samabis) vang disepakati Pihak Asuransi dan Dinas

Kesehatan,
Pasal 10

(1). Keabsahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
yvakni Sctiap Masvarakar Miskin dan tidak mampu yang memanfaatkan
Pelayvanan Keschatan dan tereatat dalam data base kepesertaan.

(2). Bagi Masvarakat Miskin dan Nurang Mampu bukan peserta Jamkesmas
atau bukan peserta asuransi lainnya vang dibebaskan dari biaya Pelayanan

Keschatan pada Puskesiias dan Jaringannva wajib menunjukan Sural

4

Keterangan Tidak Mampu dar Pemerintah Desa/Kelurahan dan disyahkan
Pemerintah Kecamatan,
(3). Kartu Identitas atau kKeterangan tidak mampu diatur sebagai berikut

a. Untuk memperoleh Pelavanan Kesehatan vang dijamin Pemerintah maka

bagr Peserta Jamkesmas dang tereatal pada data base atau menunjukan :\i

Kartu Peserta Jamkesmas, ﬂ/




a

b. Untuk memperoleh Pelayvanan bagi Ibu Hamil atau Melahirkan yang
belum memperoleh Penjaminan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk
atau  Kketerangan Penduduk  atay Kartu Keluarga atau keterangan

lainnva vang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

C. Peserta Jamkesimas Vang hilang kartu atay tidak memperoleh karty

wajib membawa Keterangan peserta Jamkesemas dari Dinas Kesehatan
dan disvahkan olel PT Askes setempat untuk kebutuhan pelayanan
Rujukan.

d Bavi dan anak Yang lah darg oralg tua Peserta Jamkesmas wajib

menunjukan akte kelahiran s surat kenal lahir/ surat Keterangan lahir.

e Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta penghuni pantj

soslal pada saat mengakses pelavanan kesehatan dengan menunjukkan
surat rckomendasi dari Dinas Sosial setempat,

Penghuni Lembaga Pcmusyamkaizm(Lapas) dan Rumah Tahanan pada
Saat  mengakses pelayanan  kesehatan dengan menunjukkan

rekomendasi dari Kepala Lupas/Rutan.

g. Korban bencana pasca tanggap darurat, kepesertaannya berdasarkan

keputusan Bupati/Walikota setempal sejak tanggap darurat dinyatakan

sclesai dan berlaky scelama satu tahun

h. Masvarakat miskin bukan Peserta Jamkesmas sebagaimana dimaksud

avat (2] huruf a sampai huruf g wajib membawa Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) vang diterbitkan Pemerintah Desa/Kelurahan dan
disahkan Pemerintah Kecamatan Setempat dengan masa berlaku 1 |
Satu) tahun.

Penyalahgunaan. pemalsuan atau rekayasa kartu/keterangan identitas
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Puru1’1dzmg—1mdangan.

Dokumen Klaim, Standar dlan Proscdur Pelaksanaan Verifikasi atas Klaim

Dana  Jamkesmuas dan  Jampersal mengacu pada Pedoman

;.)claksanaun/pc[un_juk teknis  Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal %K

-

7/

sesual Peraturan menteri kesehatan, y;




Bagian Ketiga
Tata Cara Pengelolaan penerimaan puskesmas
Pasal 11

Pengajuan Klaim dinyvatakan memenuh; syaral untuk dibayarkan kepada

Puskesmas dan unig pelavanan Keschatan Swasta vang memiliki Perjanjian

Kerja Sama dengan Pengelols Program Jamkesmas Dinas Kesehatan setelah

Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 terpenuhi scluruhnya.

Penyaluran dana Klain kepada Puskesmas dilaksanakan setelah Dana

Bantuan Sosial APBN Kementerian Keschatan untuk pelayanan Dasar

Jamkesmas  dan Jampersal disalurkan ke Rekening Bank Dinas

Keschatan.

Berdasarkan  hasil verivikas Dinas  Keschatan Kabupaten melalui Tim

Pengelola Jamkesiias melakukan Pembavaran langsung  Kepada

Puskesmas melalu] pengelola Jamkesemas Puskesmas.

Semua (ransaksi pembavaran vang  dilukukan disertai dengan bukti

pembavaran atau kwitansi

Penerimaan Puskesmos vang diperoleh dari Klaim Jamkesemas,Jampersal

dan pembavaran kKapitasi pelavanan askes sesual PKS diatur dengan

pembagian sebagai berikun:

a. Pembayvuaran jasa Medik/ pelavanan umum sebesar 50 % (Lima puluh
lima  per seratus)  vang  bersumber  dari penerimaan  Pelayanan
Jamkesmas dan Askes,

b. Pembavaran Jasa Pelavanan Pertolongan Persalinan  sebesar 75 %
(Tujuh Pulubh Lima Por seratus) vang bersumber dari penerimaan
Jampersal,

Belanja Jisa Medik/ pelavanan umum sebhesar 50 % (Lima puluh lima per

seratus) dan Jasa Pelavanan Pertolongan Persalinan sebesar 75 % (Tujuh

Puluh Lima Per seratus) harus dianpgarkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja I)awrah(z\PHI)).

Pembavaran Jasa Medik,/ pelavanan umum sebesar 50 % (Lima puluh lima

= oy

per seratus) dan Jasa Pelavanan Pertolongan Persalinan sebesar 7¢ /(J/L

X




(9).

(11).

(1).

(Tujuh Pulubh Lima Per seratus) dilakukan  secara Proporsional setelah
Penerimaan Puskesimas disctor Bruto Ke Kas daerah melalui bendahara
Penerimaan.

Pada Tingkat Kabupaten Pembavaran Jasa Medik/ pelayanan umum
sebesar 50 % (Lima pulub e per seratus) dan Jasa Pelayanan
Pertolongan Persalinan scbesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Per seratus)
kepada Puskesmas dilakukan sesual dengan besaran Kontribusi Pelayanan
sctiap Puscksmas terhadap Penerimaan daerah vang tclah disctor ke Kas
Daerah.

Pada Tingkat Puskesmas Pembayaran Jasa Medik/ pelayanan umum
sebesar 50 Y% (Lima puluh lima per seratus) dan Jasa Pelayanan
Pertolongan Persalinan sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Per seratus)
kepada Tenaga Keschatan diatur oleh Kepala Puseksmas sesuai kontribusi

atau prestast pelavanan sctiap Tenaga Keschatan.

. Tatacara Penyetoran Penerimaan  Puskesmas, Pencairan, Pembayaran Jasa

Medik/ pelavanan  umum dan  Pertolangan pesalinan dan
Pertanggungajawaban  disesuatkan dengan mekanisme  pengelolaan
keuangan Dacrah atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pengelola Jamkesmas  dan Jampersal Kabupaten  serta  Pengelola
Keuangan  Puskesmas  Wajib membuat  Surat  Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ), Administrast Keuangan  dan Pelaporan sebagaimana
termuat  dalam  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Program Jamkesmas

Kementrian Keschatan, dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Klaim Biayva Pelayanan keschatan terhutang yang dibayarkan melalui

&

Jamkesmas dan Jampersal pada tahun 2011 yang baru dibayarkan padaﬁ/



tahun 20120 tetap mematuhi ketentuan schagaimana termuat pada
Peraturan  Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif
Pelayanan Kesehatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Jamkesmas
pada Pusat Keschatan I\lam‘\'zuuk‘zm bagl Masyarakat miskin dan Kurang
mampu.

Klaim biava Pelayvanan vang dilaksanakan terhitung 1 Januari 2012
dilaksanakan sesual ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dan  selain

vang diatur dalam ketentuan peralihan sebagaimana termuat pada ayat (1),

maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Taril

Pelavanan Kesehatan dan Oplimalisasi Pemanfaatan Dana Jamkesmas
pada Pusat Keschatan Masyvarakat bagh Masyarakat miskin dan Kurang
mampu scrta Peraturan Bupati Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin Non Peserta

Jamkesmas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

I"asul 13

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

inyva, memerintahkan,
Bupati dengan penempatanny

va dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao./\,L

Agar setiap orang mengeat pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 15 Maret 2012

Diundangkan di Bug

pdda Laﬂgg\x L5 Maret 2012

o @ th“J
(\)\?f’ E’((T /‘{ET*REQAR S DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ;

ALPRE D HENRY JO] Ny
BERITA DAERAL]

CACHARIAS

ABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 0121



L]
LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI
NOMOR SI8REPTHK 2012
TANGGAL 15 Maret 2012
NOMOR JENIS PELAYANAN SAJ\':/S\:A JASA TARIF
PELAYANAN {Rp)
| I. PELAYANAN KESEHATAN DASAR
A PELAYANAN RAWAT JALAN
Al PEMERIKSANAAN KESEHATAN DAN KONSULTASI KESEHATAN 2.500 2.500 5.000
A2 PAKET PENGOBATAN UMUM 2500 2.500 5 000
A3 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.
A3l PREFENTIF ) } ]
A3.la Peket Prembersihan dan Perawatan G ) 5.000 5.000 10.000
A32 PENAMBALAN - B .
A32a Peket Tumpatan sementara 5.000 5.000 10.000
A32b Paket Tumpatan Tetap 7.500 7.500 15.000
A33 TINDAKAN PENCABUTAN 7 ]
A33a Paket Pencibutan Gig tanpa 1 o 7.500 7500 15.000
A33b Paket Pencabutan Gigh dengan -F:& ;,k;:t k 10.000 10.000 20.000
A A34 TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA - - ,
@ A3.4.a Opercuiectomy 10.000 10.000 20.000
A3.4b Trepanast Gigi Gangren . o 7.500 7.500 15.000
A3dc Perawatan incisi Abses - 7.500 7.500 15.000
A34d Perawatan Eksist Mukokel 12.500 12.500 25.000
A3de Perawatan Dry Socket ) 7_' 7.500 7.500 15.000
A3af Buka Jatitan Operast 5.000 5.000 10.000
A3.4g Operas: Odontectomy 75.000 75.000 150.000
A3.4.n Seleku! Grinding o 5.000 5.000 10.000
A.A4. PELAYANAN KLINIK UMUM DAN KEGAWATDARURATAN - -
Adl Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) 20.000 20.000 40.000 |
Ad42 Pelepatan Naso Gastric Tube (NGT) 7.500 7.500 15.000
AAd3 Pemasangan Botol infuse pertama B 15.000 15.000 30.000
Ad.4 pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berkutnya 7.500 7.L00 15.000
A4S Pemas.angan Kateter dan Pelepasan Kateter 15.000 15.000 30.000
A48 Pemasangan Bidai 7.500 7.500 15.000
A4T Pemasangan dan Pelepasun Gips 25.000 25.000 50.000 |
A48 Pemberian Stesolid Suppositors . 15.000 15.000 30.000
A.4.9 Pemberian Anti Tetanus Serum (Al5) 15.000 15.000 30 000
A.4.10 Penanpanan Kasus dengan Injeks B #2.500 7.500 15.000
‘L A4.11 Penanganan Kasus dengan Nebulizer 9.000 9.000 18.000
> 4 A4.12 Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi 20.000 20.000 40.000
A4.13 Tindakan Jahit dan pelepasan jahitan Luks 1 5.d. 3 Jahitan 15.000 15.000 30.000
A.4.14 jahit dan pelepasan jahitan Luka berikulnya per jahit dan lepas 5.000 5.000 10.000
A4.15 Tindakan Ekstraksi Kuku 10.000 10.000 20.000
A.4.16 Tindakan Ekstripasi Tumor Jindk 50.000 50.000 100.000
A4.17 Tindakan Sirkumsist B 50.000 50.000 100.000
A4.18 Tindakan Perawatan Luka e 7.500 7.500 15.000
A4.19 Tindakan Perawatan Luka Bakar _ 10.000 10.000 20.000
A4.20 Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Lannyd 15.000 15.000 30.000

/




PELAYANAN KESEHATAN 18U ANAK
SIANAN KESEHATAN IBU ANAK

e
Paket Pelayanan Poned dan Non Poned

—
Pemeriksaan by Hamil ANC {Antenatal (urs )1

e 10.000 10.000 20.000
Pemenksddn Ibu Hamil ANC (Antenatal Care o} 2 10.000 10.000 20.000
[Peineriksaan ibu Hamil ANC (Arwtenatalvﬁrﬁl—: o 20.000 20.000 I 40.000
Peket et Pertolongan persalinan nurmal 250.000 250.000 500.000
Pe 'ydlw an pw)a!mar' tak H)ujl:‘;f )—f;‘d‘lr;vll’t dy/d'f_\;li);;;TU‘ZI(?“‘ T - II
padi komplikasi kebidanan dan neonatal o 50.000 50.000 100.000
Pelayanan pasca keguguran, ;rcradlm(m ,-errv agimam o )
dengan tindakan emergensi dasar. 325.000 325.000 £50.000
Pelaydmn tindakan pasco persaiman (mnm! r\,mmta) 75.000 75.000 150.050
Pelayam in Kesehatan lbu Nifas termasuk kg 15.000 15.000
Pelayanan 1an Kesehatan thu Nifas dan Bayi Baru Lahir 1 10.000 10.000 20.000
Peldwn in Kesehatan Ibu Nifas d. 3(‘IVH:)VI ij_ar_uvl 1;\?_’:‘:?* T 10.000 10.000 20.000
[Pelayanan n Keseh chatan Ibu Nifas s dan Bayi Baru l_lf_riﬂuww T 10.000 10.000 20.000
Pelavanan Kesehatan 1hy N!f(], dan de BJ{U Lahir 4 10.000 10.000 20 o(;o_q
[Pelayanan Ki B B “’ T T- )
Pemmrwn 1o {Intra Uten ] 30.000 30.000 | 60 000
Kont: UD {intra Uterine Device) e 5.000 5.000 10.000
V(_'i()pdmn:TJD {Intra Utenine Device) N-wr:mim ) 10.000 10.000 Z0.00U_
A.5.2.d Pelepasan IUD dengan Penyulit e 12.500 12.500 ZS.OH
AS52e Pemgz_}_w;an Susuk KB o ) 30.000 30.000 60.000
AS52f Pelepasan Susuk KB o 12.500 12.500 25.000
AS2g Suntik KB (Keluarga Berencana) 5.000 5.000 10.000
A.5.2.h Pil KB {Keluarga Berencana) _ e 2.000 2.000 4.000
A.5.2. Penanganan komplikasi KB Pasca Pe salan 50.000 50.000 100.000
B PELAYANAN RAWAT INAP e -
B.1. Paket Rawat nap Pasien Umum don
Penderita Gizi Buruk dan Kurang Gizi Bangsal /Hari 40.000 40.000 80.000
B.2. Paket Rawat Inap Kesehatan Ibu dan anak 37.500 37.500 75.000
8.3. Paket Rawat tnap Ibu melahirkan / Hari e 50.000 50.000 100.000
B.4. Paket Rawat Inap Bayi termasuk B: 1yi BBLR /| Hart e 25.000 25.000 50.000
B.5. Paket Kawat | nap satu har {On Day £ e} ) o 25.000 25.000 50.000

e PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

e LABORATORIUM - -
C.1.1. Kimia Darah 10.000 10.000 20.000
C.1.2. Hematologi 10.000 10.000 20.000
C.1.3. Urinologi #:500 7.500 15.000
C.1.4, Lain Lain -

[ Jciaa widal 15.000 15.000 30.000
Cl4b Gonorhoea 10.000 10.000 20.000
Cl4c VDRL (Veneral Disease Research Labor atory) . 7.500 7.500 15.000
Clad TPHA {THe Treponema Pallidum Hae Mg mtm n ung ) 12.500 12.500 25.000
Clae NAPZA (4 Parameter) 50.000 50.000 100.000
claf Hbsag T T - 12.000 12.000 24.000
Cl4g Anti Hbo A . e 12.500 12.500 25,000
C.1.4.h Faeses K, ) e 7.500 7.500 15.000
2. RADIOLOGI ———

C2.1 Manus o 12.500 12.500 25.000
Ic.2.2 Wrist Joint B 12.500 12.500 25.000
C.2.3 Antebrachi 12.500 12.500 25.000
lco2a Elbow Joint 12.500 12.500 25,000
[cas Humeri 12.500 12.500 25.000 C“k

/L



Jc2

Shoulder Joint

12.500 12.500 25.000
[c27 Claviculd 12.500 12.500 25.000
cos Scapuia _ 12.500 12.500 25.000
}_., IC.Z.Q Crarium 3 Posia o 37.500 37.500 75.000 |
€210 Cranam 2 Posist o 25.000 25.000 50.000
C.2.11 Thorax 12.500 12.500 25.000
C.2.12 Abdomen o 15.000 15.000 30.000
C2.13 Delvin 30.000 30.000 60.000
C.2.14 Cervical 30.000 30.000 60.0060
€215 Thoracal 30.000 30.000 60.000
C2.16 tumbal 30.000 30.000 60.000
C.2.17 Lumbuosacral 30.000 30.000 60.000
€218 Hip Joint 12.500 12.500 25.000
€219 Femur 12.500 12.500 25.000
€2.20 Knee Joint ) 12.500 12.500 25.000
€221 Cruriy 12.500 12.500 25.000
€222 Ankle Juint 12.500 12.500 25.000
C.2.23 Pedis 12.500 12.500 25.000
C.3. ELEKTROMEDIK - - -
C.3.1 Pengukuran BMI 7.500 7.500 15.000
C.3.2 Pengukuran Spirometer 10.000 10.000 20.000
C.3.3 Pengukuran Densitas tulang 37.500 37.500 75.000
€34 Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) 37.500 37.500 75.000
C.35 Pemeriksaan CTG 25.000 25.000 50.000
C36 Pemeriksaan EKG {Clectrocardiographi) 15.000 15.000 30.000
C.3.7 Pemeriksaan Fetal Doppler B 7.500 7.500 15.000
C38 Fisioterap 25.00C 25.000 50.000
i PELAYANAN KESEHATAN SPESIALIST
A PELAYANAN PENYAKIT MATA - - -
Al Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komphkas 10.000 1G.000 20.000
B PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) - - -
B.1.1 Ekstraws) Cerumen Prop Telinga 10.000 10.000 20.000
B8.1.2 Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 10.000 10.000 20.000
B8.1.3 Tindik Telinga Dewasa 7.500 7.500 15.000
C PELAYANAN KLINIK IMS {Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA - -
C.11 Paket Pelayanan Kesehatan IMS (Infeksi Menular Seksual) 15.000 15.000 30.000
C.1.2 Terapi Methadon 5.000 5.000 10.000
c13 Layanan Jarum Suntik Steril 5.000 5.000 10.000
1 PELAYANAN RUJUKAN -
A RUJUKAN KASUS - - -
A1l Paket Rujukan Kasus dan antar Jemput Pasien / tbu Hamil 50.000 50.000 100.000
A1.2 Rujukan Speciement/Penunjang Diagnostik. 50.000 50.000 100.000
8 PEMERIKSAAN FISIK DAN RUJUKAN SAMPLE N . .
B.1.1 Paket Pemeriksaan Fisik kualitas air; 10.000 10.000 20.000
B.1.2 Paket Pemeriksaan Fisik makanan dan minuman: 10.000 10.000 20.000
813 Pemeriksaan Fisik obat dan bahan berbahaya ; 10.000 10.000 20.000
B.1.4 Rujukan Pemeriksaan laboratorium Bakterilogi dan kiomia. - -
B.1.4.a Alr Per Parameter 25.000 25.000 50.000
B.14b Makanan Per Parameter 25.000 25.000 50.000




v PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN
HPemeriksaan Buta Warna 2.500 2.500 S.000
21Visum et repertum Luar . . X
31a. Dalam Gedung 12.500 12.500 25.000
4ib. Luar Gedung 25.000 25.000 50.000
5|Pelayanan Mobil Ambulance . - -
6la. Sampai dengan 10 Km 25.000 25.000 50.000
7|b. Setiap kilometer berikutnya 2.500 2.500 5.000
8|Pelayanan Speed Boat Abulane - - -
9/a. Sarnpai dengan 10 Mil Laut 125.000 125,000 250.000
10|b. Setiap mil berikutnya 12.500 12.500 25,000
11|Serum anti bisa ular 12.500 12.500 25.000
12[{Pengawetan Jenasah Per Liter 50.000 50.000 100.000
13{Surat Keterangan Kesehatan 5.000 10.000




